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bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi

kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi negara.
Sayangnya, peran PRT jarang diperhitungkan, meskipun
sebenarnya, pekerjaan rumah tangga—termasuk
pekerjaan  merawat mengasuh—merupakan
aktivitas yang kompleks dengan implikasi mendalam
bagi kesejahteraan pribadi, sosial dan ekonomi. Hal ini
mengingat keberadaan PRT yang melakukan pekerjaan
rumah tangga, memungkinkan anggota rumah tangga
melakukan aktivitas sosial dan ekonomi di luar rumah
yang pada gilirannya memungkinkan sektor publik
berjalan dengan baik. Selain jarang diperhitungkan,
peran PRT sebagai pekerja juga kerap tak terlihat.
Menurut Wong (2012) hal ini dikarenakan, pertama,
rumah tangga secara konvensional dianggap sebagai
keutamaan feminin,
perempuan pada urusan rumah tangga dan tergantung
pada laki-laki. Kedua, karena para ibu telah melakukan
pekerjaan rumah tangga—tanpa dibayar, dengan asumsi
bahwa hal itu dilakukan dengan sukarela—mereka tidak
dikenali sebagai “pekerja sejati/sungguhan’, karena
pekerjaan yang tidak dibayar tidak dipandang sebagai
“pekerjaan” Ketiga, pekerjaan ini sering dipandang secara
alami sebagai pekerjaan perempuan. Karena pekerjaan
ini dianggap dapat dikerjakan “secara alamiah’, sebagai
“dengan  keterampilan/kemahiran”  (yang
membutuhkan pelatihan dan penghargaan), maka
pekerjaan yang dilakukan perempuan tidak dihargai.
Pandangan tradisional pekerjaan rumah
tangga telah berkontribusi terhadap ketaktampakkan
pekerja rumah tangga, yang dilanggengkan oleh relasi di
dalam keluarga, masyarakat dan aturan yang sistematis,
yang mewujud dalam bentuk upah yang rendah dan
kadang tak layak bagi pekerja rumah tangga.

P ekerja rumah tangga (PRT) memiliki peran penting

atau

yang kemudian membatasi

lawan

mengenai

Organisasi Buruh International (ILO) menyebutkan
satu dari setiap 25 pekerja perempuan di dunia adalah
pekerja rumah tangga. Meskipun sejumlah besar pria
bekerja di sektor ini—seringkali sebagai tukang kebun,
sopir atau kepala pelayan—tetapi sektor ini merupakan
sektor yang sangat feminin, 80 persen dari semua pekerja
rumah tangga adalah perempuan. Di
berdasarkan hasil analisis data Survei Angkatan Kerja

Indonesia

Nasional (Sakernas) tahun 2012 menunjukkan bahwa
terdapat sekitar 2.555.000 PRT berusia 15 tahun ke atas
yang bekerja di dalam negeri di Indonesia dan 1,7 juta

diantaranya bekerja di pulau Jawa (ILO 2013). Sementara
itu dari sekitar 6,5 juta pekerja migran Indonesia, sekitar 80
persennya merupakan PRT migran (ILO 2012). Para pekerja
rumah tangga di Indonesia pada umumnya adalah
perempuan, berasal dari pedesaan dan berpendidikan
rendah. Mayoritas PRT di Indonesia tidak memiliki kontrak
kerja yang jelas, lisan ataupun tertulis dengan majikan
mengenai pekerjaan yang menjadi kewajibannya, jam
kerja, hari libur mingguan dan upah yang akan diterima.
Disamping itu PRT juga jarang memiliki jaminan
perlindungan sosial (Migrant CARE & Jala-PRT 2016).

Data Jala-PRT memperlihatkan hingga September
2016 terdapat 217 kasus kekerasan terhadap PRT. Lita
Jala-PRT (2017,
wawancara) menegaskan bahwa dalam perspektif zero
violence, bahkan satu kasus yang terjadi sesungguhnya
merupakan persoalan maka
pentingnya  payung yang
perlindungan pada PRT seharusnya tidak didasarkan pada
banyaknya kasus yang muncul atau dilaporkan. Namun

Anggraini  Koordinator  Nasional

serius, urgensi atas

hukum memberikan

dengan berpijak pada prinsip kesejahteraan, maka
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan
perlindungan. Sementara di sisi lain, Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang
diajukan sejak tahun 2004 hingga kini belum juga
berhasil diundangkan. Selain itu, pemerintah Indonesia
juga belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 yang
memandatkan pekerjaan yang layak bagi PRT. Mandat ini
sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs) khususnya tujuan
ke delapan yakni mewujudkan situasi kerja layak bagi
semua pekerja. Untuk itu kajian JP94 mengupas hasil
studi terkait upaya PRT untuk memberdayakan diri, posisi
pemberi kerja terhadap PRT, peran media dalam proses
advokasi, posisi PRT dalam politik gender Orde Baru,
upaya pengorganisasian PRT, proses pengesahan Perda
PRT di Daerah Istimewa Yogyakarta, kontribusi PRT pada
kesejahteraan anak dan situasi kerja PRT terkait kekerasan
dan diskriminasi yang dialami. Sementara pengalaman
terkait proses advokasi RUU Perlindungan PRT kami
angkat lewat wawancara dengan Koordinator Nasional
Jala PRT, Lita Anggraini dan Kepala Penasihat Teknis
Proyek Promote ILO Arum Ratnawati. Dokumentasi ini
diharapkan dapat mendorong lahirnya payung hukum
perlindungan PRT.

(Anita Dhewy)
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Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto
(Departemen limu Hubungan Internasional Fakultas limu
Sosial dan limu Politik Universitas Indonesia, Indonesia)

Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus
terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran
Indonesia

Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case
Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 197-190, 19 daftar
pustaka

In Indonesia, female migrant domestic workers’ representations tend
to contain negative meanings. Although they are named as “heroes of
development’, but their position is nothing more than a commodity for
the country. Such treatment makes female migrant domestic workers
becomes vulnerable to violence and exploitation by employers, agents,
and government staff. Nevertheless, there is an alternative narrative that
is rarely highlighted in literature or media, namely the representation of
female migrant domestic workers as powerful actors. This paper seeks
to fill in that alternative narrative by highlighting the agencies did by
these six female migrant domestic workers. The author believes that by
using the standpoint feminism perspective to analyze the struggle of
these six female migrant domestic workers in empowering themselves
after the oppression, it can be seen that agency has been manifested
by female migrant domestic workers during the migration process.
This study reveals the efforts of female migrant domestic workers
to manifest their empowerment through migration decisions in the
middle of patriarchal structures, their ability to resist structures with
activism, and become agents of development and change for their
communities.

Keywords: migration, female migrant domestic workers, standpoint
feminism, agency, empowerment

Di Indonesia, representasi perempuan PRT migran cenderung
mengandung pemaknaan negatif. Meskipun mereka dijuluki sebagai
pahlawan devisa, namun posisi mereka tidak lebih dari sebuah
komoditas bagi negara. Perlakuan sepertiini membuat para perempuan
PRT migran rentan terhadap berbagai kekerasan dan eksploitasi oleh
majikan, agen penyalur, maupun staf pemerintah. Meski demikian,
terdapat narasi alternatif yang jarang disorot dalam literatur maupun
media, yaitu representasi perempuan PRT migran sebagai aktor yang
berdaya. Tulisan ini berupaya untuk mengisi narasi alternatif tersebut
dengan menyorot agensi yang dilakukan enam perempuan PRT migran.
Penulis percaya bahwa dengan menggunakan perspektif standpoint
feminism untuk menganalisis perjuangan enam perempuan pekerja
rumah tangga migran ini dalam memberdayakan diri mereka sendiri
setelah menghadapi penindasan, maka dapat dilihat bahwa agensi
telah dimanifestasikan oleh perempuan PRT migran selama proses
migrasi. Penelitian ini mengungkap upaya perempuan PRT migran
memanifestasikan keberdayaan mereka melalui keputusan bermigrasi
di tengah struktur patriarkis, kemampuan mereka melawan struktur
dengan aktivisme, serta menjadi agen pembangunan dan perubahan
bagi komunitasnya.

Kata kunci: migrasi, perempuan PRT Migran, standpoint feminism,
agensi, keberdayaan

Ida Ruwaida (Departemen Sosiologi, Fakultas [Imu Sosial dan
IImu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia)

Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi
di Makassar, Surabaya, dan Bandung

Decent Work Conditions for Domestic Workers in the
Employer’s Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and
Bandung

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 191-200, 2 gambuar,
2 tabel, 6 daftar pustaka

This article is based on the study on knowledge, attitude, and practice
regarding the rights and protections of domestic workers (PRTs) in three
cities (Surabaya, Makassar, and Bandung). This paper tries to describe
working conditions of PRT, not from the eyes or viewpoint of PRTs,
but from their employers. The interesting findings is the tendency of
double standards among employers when they faced the social aspects
of their relations with PRTs will be transformed into economic ones
by promoting the decent work conditions of PRTs. It means domestic
workers should be recognized as worker, like others, and their rights
will be fulfilled and protected. Assuming the protection of domestic
workers is a manifestation of social development, in Indonesian context,
the structural intervention through state policy will be conflicted with
the social cultural as well as historical aspects of PRTs. Therefore, the
study indicates that there is a need to develop social process as apart
of cultural intervention for building an equal relationship between
domestic workers and their employers.

Keywords: decent work, protection of domestic workers, social relations,
economic relations, social development, structural intervention,
cultural intervention.

Artikel ini berbasis hasil studi di Kota Surabaya, Makassar, dan Bandung
tentang pengetahuan, sikap serta praktik menyangkut hak dan
perlindungan pekerja rumah tangga (PRT), baik dari kacamata PRT
dan juga majikan. Kebaruan tulisan ini karena berfokus pada majikan
baik PRT dewasa maupun anak. Aspek yang menarik adalah adanya
kecenderungan standar ganda di kalangan majikan ketika dihadapkan
pada situasi relasi kerja yang selama ini berkembang antara majikan dan
PRT, dari yang lebih bersifat sosial menjadi relasi ekonomi (kerja) yang
layak bagi PRT. Dalam arti, PRT bukan saja diakui hak-haknya sebagai
pekerja, sebagaimana pekerja lainnya, tetapi juga terlindungi. Dengan
mengasumsikan upaya perlindungan PRT adalah wujud pembangunan
sosial, maka untuk konteks Indonesia, intervensi struktural melalui
kebijakan negara dalam mengondisikan kerja layak bagi PRT akan alot
dan berhadapan dengan aspek kultural. Temuan studi di ketiga kota
menunjukkan bahwa diperlukan proses sosial yang panjang, terarah,
dan terpadu, dalam membangun relasi yang setara dan berkeadilan
antara PRT dan Majikan.

Kata kunci: kerja layak, perlindungan PRT, relasi sosial, relasi ekonomi,
pembangunan social, intervensi struktural, intervensi kultural.
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Mary Austin (Centre for Gender Studies, School of African and
Oriental Studies, University of London, Inggris)

Menantang Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan
Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the
campaign for domestic worker legislation in Indonesia

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 201-213, 3 tabel, 37
daftar pustaka

This article examines a recent ILO funded project designed to engage
more Indonesian journalists and media organizations in advocacy
journalism on behalf of domestic worker legislation. Applying
Ann Stoler’s notion of ‘disregard’ in the context of post-Suharto
democratization, | illustrate how established newsroom practices and
patterns of reporting helped maintain distinctions between ‘home’
and overseas domestic workers which impeded progress towards
comprehensive legislation. Indonesia’s endorsement of the adoption
of ILO Convention 189 in June 2011 opened up political opportunities,
provided a framework for re-scripting media narratives and encouraged
journalists to give more space to domestic workers’ voices. At the same
time, increased media coverage enabled those opposed to legislation
to reiterate a gendered disregard for the social and economic value of
domestic work.
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Artikel ini mengkaji tentang program ILO terbaru yang dirancang
untuk melibatkan para jurnalis dan organisasi-organisasi media
Indonesia dalam jurnalisme advokasi perihal Undang-Undang Pekerja
Rumah Tangga. Dengan menerapkan gagasan Ann Stoler tentang
“pengabaian” dalam konteks demokratisasi pasca Suharto, saya
menggambarkan bagaimana praktik-praktik ruang media dan pola
pemberitaan yang mapan membantu mempertahankan pembedaan
antara pekerja rumah tangga “dalam negeri” dan pekerja rumah tangga
“luar negeri” yang menghambat kemajuan undang-undang yang
komprehensif. Dukungan Indonesia terhadap implementasi Konvensi
ILO 189 pada bulan Juni 2011 membuka peluang politik, menyediakan
kerangka kerja untuk menuliskan kembali narasi-narasi media dan
mendorong para jurnalis untuk memberi lebih banyak ruang bagi suara
pekerja rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, liputan media yang
meningkat memungkinkan mereka yang menentang undang-undang
untuk mengulangi pengabaian berbasis gender terhadap nilai sosial
dan ekonomi pekerjaan rumah tangga.

Kata kuci: jurnalisme advokasi, pekerja rumah tangga, Indonesia,
pengabaian, narasi korban
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As a political control over women to enforce them to follow state’s
narrative of ideal women, the New Order regime produced and
applied two contradictory forms of gender politics. On the one hand,
Soeharto campaigned for state maternalism that promotes fulltime
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women’s role in domestic sphere. These women were claimed to be the
pillar of the nation. On the other hand, the government endorsed the
politics of developmentalism that carried out women in development
and enforced women'’s participation in the national development
agendas. Women were encouraged to leave their homes and abandon
their families. How was this contradictory gender politics produced,
reproduced and applied toward female domestic workers? What
were social-political contexts behind the deployment of this political
approach? What are the implications of this politics to the situations of
women’s domestic workers?

Keywords: Gender Politics, Developmentalism, International Division of
Labor, Sexual/ Reproductive Division of Labor

Sebagai upaya politik menundukkan warga negara perempuan agar
menuruti narasi negara tentang perempuan model (ideal women),
pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memproduksi dan
menerapkan dua bentuk politik gender yang tampak kontradiktif
dan paradoksal. Di satu sisi, Soeharto mempropagandakan ideologi
ibu tradisional (state maternalism) sebagai bentuk ideal menjadi
ibu yang baik, yang berperan penuh (full time) dalam kerja-kerja
domestik. Mereka diklaim sebagai tiang negara. Di sisi lain, pemerintah
menerapkan politik developmentalisme atas dasar perspektif women in
development, mengkapanyekan partisipasi perempuan dalam agenda
pembangunan nasional. Perempuan didorong untuk keluar dari rumah,
bahkan bersedia meninggalkan keluarga. Bagaimana kontradiksi dua
pendekatan politik ini diterapkan pada pekerja rumah tangga? Konteks
sosial-politik apa saja yang melatarbelakangi pendekatan kedua
strategi politik tersebut? Apa implikasinya bagi pekerja rumah tangga
perempuan?

Kata kunci: Politik Gender, Developmentalisme, Pembagian Kerja
Internasional, Pembagian Kerja Seksual/Reproduksi
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This paper discusses the situation of domestic workers (PRT) and
the process of organizing domestic workers that has been doing by
the author as a community organizer. The author, with a feminist
framework, explores the history of the oppression of women attached
to unpaid domestic work and the impact it has on domestic workers
who are currently underpaid. This article also discusses the attitude of
the state in viewing domestic workers as workers, as citizens and as
women as well as the state’s reluctance to ratify the ILO Convention No
189 or ratify the Domestic Workers Protection Bill. The author uses her
experience and knowledge in the labor movement and is enriched with
the distinctive characteristics of domestic workers. This study concludes
that efforts to change the working situation experienced by domestic
workers need to be done by organizing domestic workers to have the
power to urge the state to realize decent work.

Key Words: Female domestic workers, domestic workers union, decent
work, Domestic Workers Protection Bill

Tulisan ini membahas situasi pekerja rumah tangga (PRT) dan proses
pengorganisasian PRT yang sedang dijalankan oleh penulis sebagai
community organiser. Penulis, dengan kerangka feminisme, menggali
sejarah penindasan terhadap perempuan yang dilekatkan dengan
pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar dan imbasnya terhadap pekerja
rumah tangga yang dibayar dengan nilai rendah saat ini. Artikel ini
juga membahas sikap negara dalam melihat PRT sebagai pekerja,
sebagai warga negara dan sebagai perempuan juga keengganan



negara untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 atau mengesahkan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Penulis menggunakan
pengalaman dan pengetahuannya dalam gerakan buruh dan diperkaya
dengan karakteristik yang khas dari pekerja rumah tangga. Kajian ini
menyimpulkan upaya mengubah situasi kerja yang dialami PRT perlu
dilakukan dengan mengorganisasi PRT agar memiliki kekuatan untuk
mendesak negara mewujudkan kerja layak.

Kata Kunci: Perempuan PRT, serikat PRT, kerja layak, RUU PPRT
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This paper examines the legislation process of Proposed Regional
Regulation on Domestic Workers (Raperda PRT) in DIY. The regional
regulation becomes important because domestic workers have a
significant role for working family and for those who are busy with
public life. This resulted in an incresed demand for this proffesion
every year. Unfortunately, the absence of governing regulation for
this profession lead to the use of a very unclear and messy working
relationship practice by the DW (PRT)and the customer (service user).
The violation of employment relationship becomes regular occurance,
as well as the violence experienced by domestic workers, whether
physical, psychological, economic, sexual or social. In Yogyakarta, the
Domestic Workers Protection Network (JPPRT) of DIY has suggested
that the various type of violence experienced by domestic workers
can not be separated from the absence of regulation that governing
the working relation of domestic workers and service user. Against this
background JPPRT decided to pioneer and propose a draft for regional
regulation for domestic workers in The Special Region of Yogyakarta
(DIY).

Keywords: domestic workers protection, Proposed Regional Regulation
on Domestic Workers, Domestic Workers Protection Network (JPPRT),
political support

Tulisan ini mengkaji proses perjalanan legislasi Raperda PRT di DIY.
Raperda PRT penting karena Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki
peran penting bagi keluarga yang bekerja atau beraktivitas di wilayah
publik. Hal inimenyebabkan kebutuhan atas PRT terus meningkat setiap
tahun. Sayangnya peningkatan jumlah PRT tersebut tidak dibarengi
dengan adanya aturan tentang pekerjaan domestik yang semakin rumit
pada konteks kini. Ketiadaan pengaturan hubungan kerja domestik
ini menyebabkan pengguna jasa dan PRT menggunakan metode,
adat dan cara sendiri dalam menjalankan hubungan kerja rumah
tangga. Implikasinya pelanggaran hubungan kerja menjadi sangat
relatif,begitu juga kekerasan yang dialami oleh PRT, baik kekerasan
fisik, psikis, ekonomi, seksual maupun sosial juga bersifat relatif. Di
Yogyakarta, Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) DIY
memiliki pemikiran bahwa berbagai macam kekerasan yang menimpa
PRT tersebut tidak bisa dipisahkan dari tiadanya peraturan yang
mengatur hubungan kerja PRT dan pengguna jasa. Terkait hal tersebut,
JPPRT mulai merintis dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) bagi PRT di DIY.
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This article is part of dissertation research on childcare of Indonesian
Women Migrant Workers (TKIP) in pesantren, using a qualitative
approach and analysis unit in child and their environment. This study
uses the ecological system theory of Bronfenbrenner and the concept
of Global Care Chain with the perspective of child protection. The
results showed that the children of TKIP who abandoned by their
mothers abroad became losing care, disrupted their social welfare
psychically and socially; there is interdependence between the child’s
of TKIP and his/her family with TKIP abroad; pesantren is an option for
TKIP family because there is no professional childcare for the children
of TKIP when their mother abandons her/him. Institutionally pesantren
has potential to break the Global Care Chain injustice on the care of
TKIP children with the support of religious values and traditions of
pesantren. However, policy support is needed to ensure the care and
social welfare of TKIP's children that based on community and which
integrated comprehensively in blueprint of Indonesian migrant worker
policy.
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Artikel ini merupakan bagian dari penelitian disertasi mengenai
pengasuhan anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) di
pesantren, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan unit
analisis pada anak dan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan
teori sistem ekologi dari Bronfenbrenner dan konsep Global Care Chain
dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa anak TKIP yang ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi
kehilangan pengasuhan, terganggu kesejahteraan sosialnya secara
psikis dan sosial; ada saling ketergantungan antara anak TKIP dan
keluarganya dengan TKIP di luar negeri; pesantren menjadi pilihan bagi
keluarga TKIP karena tidak tersedia pengasuhan anak yang profesional
bagi anak TKIP ketika ditinggal ibunya ke luar negeri. Pesantren
secara institusi berpotensi memutus ketidakadilan Global Care Chain
atas pengasuhan anak TKIP dengan dukungan nilai-nilai agama dan
tradisi pesantren. Akan tetapi dibutuhkan dukungan kebijakan yang
menjamin pengasuhan dan kesejahteraan sosial bagi anak TKIP yang
berbasis komunitas dan yang terintegrasi secara komprehensif dalam
blue print kebijakan TKI.
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This paper focuses on the experience of domestic workers who
experience violence, discrimination and neglect of rights committed
by employers as well as management of apartments where domestic
workers work. From the data of six domestic workers with diverse
backgrounds who were interviewed in depth, it can be revealed that
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every domestic worker has experienced violence during work. There
are forms of violence that can be easily recognized as violence, but
there is also some discrimination and violence that are not viewed as
violence or are considered fairness. This type of discrimination and
violence is usually associated with inappropriate work situations. The
vulnerability situation faced by domestic workers because of the scope
of their work in this private domain is an implication of the absence of
laws protecting domestic workers in carrying out their work. Therefore,
the existence of law as an umbrella law of domestic workers protection
as well as other workers becomes a fundamental requirement.

Keywords: violence, discrimination, abandonment of rights, bill on
domestic worker protection

Tulisan ini berfokus pada pengalaman pekerja rumah tangga (PRT)
yang mengalami tindak kekerasan, diskriminasi dan pengabaian hak
yang dilakukan oleh pemberi kerja juga manajemen apartemen tempat

PRT bekerja. Dari data enam PRT dengan latar belakang yang beragam
yang bekerja pada pemberi kerja warga negara Indonesia maupun
warga negara asing yang diwawancara secara mendalam, dapat
diungkap bahwa setiap PRT pernah mengalami kekerasan selama
bekerja. Terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dengan mudah
dikenali sebagai kekerasan, namun terdapat juga sejumlah diskriminasi
dan kekerasan yang tidak dipandang sebagai kekerasan atau dianggap
sebagai kewajaran. Diskriminasi dan kekerasan jenis ini biasanya terkait
dengan situasi kerja yang tidak layak. Situasi kerentanan yang dihadapi
PRT karena lingkup pekerjaannya berada di ranah privat ini merupakan
implikasi dari belum adanya undang-undang yang melindungi PRT
dalam menjalankan pekerjaannya. Karena itu keberadaan undang-
undang sebagai payung hukum perlindungan PRT seperti halnya
pekerja lain menjadi kebutuhan mendasar.

Kata kunci: kekerasan, diskriminasi, pengabaian hak, RUU Perlindungan
PRT
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Abstract

As a political control over women to enforce them to follow state’s narrative of ideal women, the New Order regime produced and
applied two contradictory forms of gender politics. On the one hand, Soeharto campaigned for state maternalism that promotes
fulltime women's role in domestic sphere. These women were claimed to be the pillar of the nation. On the other hand, the government
endorsed the politics of developmentalism that carried out women in development and enforced women'’s participation in the
national development agendas. Women were encouraged to leave their homes and abandon their families. How was this contradictory
gender politics produced, reproduced and applied toward female domestic workers? What were social-political contexts behind the
deployment of this political approach? What are the implications of this politics to the situations of women’s domestic workers?

Keywords: Gender Politics, Developmentalism, International Division of Labor, Sexual/ Reproductive Division of Labor

Abstrak

Sebagai upaya politik menundukkan warga negara perempuan agar menuruti narasi negara tentang perempuan model (ideal women),
pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memproduksi dan menerapkan dua bentuk politik gender yang tampak kontradiktif dan
paradoksal. Di satu sisi, Soeharto mempropagandakan ideologi ibu tradisional (state maternalism) sebagai bentuk ideal menjadi ibu
yang baik, yang berperan penuh (full time) dalam kerja-kerja domestik. Mereka diklaim sebagai tiang negara. Di sisi lain, pemerintah
menerapkan politik developmentalisme atas dasar perspektif women in development, mengkapanyekan partisipasi perempuan dalam
agenda pembangunan nasional. Perempuan didorong untuk keluar dari rumah, bahkan bersedia meninggalkan keluarga. Bagaimana
kontradiksi dua pendekatan politik ini diterapkan pada pekerja rumah tangga? Konteks sosial-politik apa saja yang melatarbelakangi

pendekatan kedua strategi politik tersebut? Apa implikasinya bagi pekerja rumah tangga perempuan?

Kata kunci: Politik Gender, Developmentalisme, Pembagian Kerja Internasional, Pembagian Kerja Seksual/Reproduksi

Pendahuluan:
Global

Kerangka Konsep Politik-Ekonomi

Sejarawan Laurie Sears (1996) dalam Pendahuluan
buku fenomenal yang dieditnya
Feminine in Indonesia mengkritik keras laporan The New
York Times yang terbit pada September 1993 tentang
membludaknya buruh murah di Indonesia yang justru
mengabaikan pembahasan tentang buruh perempuan.
Nyatanya, buruh perempuan, termasuk pekerja rumah
tangga, adalah sisi paling nyata dari wajah buruh murah
di Indonesia. Kritik Sears mengingatkan kita betapa
perempuan acapkali dilupakan dalam banyak analisis
dan agenda pembangunan di hampir semua negara, tak
terkecuali Indonesia. Pekerja rumah tangga mengalami
peminggiran nilai kerja dan pasar secara berlipat.
Pandangan sebagai pekerjaan informal dan feminisasi

Fantasizing the

kerja domestik menjadi faktor signifikan di balik devaluasi
kerja buruh rumah tangga ini. Feminisasi menaturalisasi
pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan perempuan,
semua perempuan secara natural bisa melakukannya,
menjadi  bagian
merupakan pekerjaan mudah yang tidak butuh keahlian
dan training. Pada akhirnya, penilaian bahwa pekerjaan
rumah tangga yang dilakukan buruh rumah tangga
ini merupakan unskilled labor menjadi legitimasi kuat
untuk memarginalkan buruh perempuan dalam analisis
pembangunan dan perburuhan. Menurut Phillips dan
Taylor (1980) status unskilled pada pekerjaan yang
dianggap pekerjaan perempuan merupakan label politik
yang diterapkan atas dasar kategori ideologi dan bias
seksual yang jelas dipengaruhi relasi patriarki yang
menempatkan pekerjaan perempuan pada posisi rendah.

inheren hidup perempuan, dan
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Sementara Pateman (1988) berpendapat, pembagian
kerja secara seksual menciptakan segregasi pekerjaan
berdasarkan gender dan feminisasi pekerjaan rumah
tangga yang mengakibatkan devaluasi terhadap jenis
pekerjaan ini. Akhirnya, meski mengalami komodifikasi,
pekerjaan ini tetap dianggap bernilai sosial-ekonomi
rendah dan “the dirty work” (Anderson 2000).

Tempat kerja pekerja rumah tangga yang berada
di rumah yang dikonotasikan sebagai domain privat
sering menjadi dasar menilai pekerjaan rumah tangga
bukan sebagai pekerjaan yang sesungguhnya (real work)
(Romero 1992; Anggraeni 2006; Irawaty 2011). Akibatnya,
hak-hak kerja pekerja rumah tangga bisa diabaikan begitu
saja; bahkan “mereka tidak mempunyai akses terhadap
sistem legal yang mengatur semua pekerjaan dan
sistem dukungan sosial di mana mereka mempunyai hak
atasnya” (Irawaty 2011, h.45). Agenda developmentalisme,
industrialisasi dan globalisasi mendorong pekerjaan
rumah tangga mengalami transformasi hingga menjadi
pekerjaan global. Tetapi perkembangan ini tidak serta
merta mentransformasi pekerjaan ini dan para pekerjanya
sebagai pekerjaan yang memiliki nilai sosial-ekonomi.
Akhirnya, kita mudah menjumpai situasi kontradiktif yakni
pekerja migran termasuk pekerja rumah tangga dielu-
elukan sebagai pahlawan devisa, tapi mereka tidak diakui
sebagai pekerja formal dan tidak dilindungi hak-haknya
sebagai pekerja. Di sini kita juga bisa melihat sebuah
paradoks yakni perempuan “dituntut” untuk berpartisipasi
dalam proyek pembangunan negara tetapi mereka tidak
dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan bahkan tidak
menjadi subjek hukum dalam peraturan perundang-
undangan perburuhan.

Terutama pada masa Orde Baru, Pemerintah Indonesia
menerapkan politik ekonomi
menyasar perempuam untuk dilibatkan dalam pasar
tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan buruh murah.
Stereotip perempuan sebagai penurut, patuh, cermat,
teliti, rajin, tidak menuntut dan mengeluh dimanipulasi
untuk mendorong (atau memaksa) mereka menjadi
pekerja baik sebagai buruh pabrik ataupun sebagai
pekerja rumah tangga yang memang sedang sangat
dibutuhkan akibat berbagai agenda developmentalisme
global. Banyak perempuan dari keluarga kelas menengah
atas mengambil keuntungan dari pembagian kerja secara
internasional (international division of reproductive labor)
(Parenas 2001) dan feminisasi pekerja rumah tangga
dengan mempekerjakan mereka sebagai buruh murah,
pekerja yang penurut dan caring, yang bisa diperlakukan
seolah-olah sebagai bagian dari keluarga (fake kinship)
(Enloe 1990; Anderson 2000;Irawaty 2011).Sesungguhnya

pembangunan yang

pandangan tersebut menyembunyikan kondisi kerja
mereka yang buruk, penuh eksploitasi, bergaji murah,
harus selalu siap sedia selama 24 jam tanpa kejelasan
batas sebagai pekerja dan hubungan kerjanya dengan
majikan (employer). Namun demikian, pekerja rumah
tangga yang mayoritas perempuan bukanlah melulu
korban/victim; mereka juga mempunyai agency baik
secara individu maupun kolektif yang bisa menunjukkan
bahwa mereka mempunyai kekuatan untuk melakukan
resistensi, negosiasi dan pemberdayaan diri (Lan 2006;
Enloe 1990; Constable 2007).

Lan (2006) mengkaji perempuan dari
Filipina dan Indonesia dengan analisis globalisasi yang
menunjukkan bahwa migrasi perempuan ke luar negeri
sebagai pekerja rumah tangga merupakan hasil dari
pola regional. Sejak tahun 1970, negara-negara di Asia
Timur dan di kawasan Teluk mengalami kemajuan
pesat dalam hal kesejahteraan ekonomi dan taraf
hidup warganya. Situasi ini membuka kebutuhan pada
pekerja di sektor rumah tangga, dan buruh migran
perempuan menjadi jawaban utama bagi kebutuhan
tersebut. Dalam konteks global, pekerjaan rumah tangga
selalu dikaitkan dengan kapitalisme, globalisasi dan
developmentalisme. Constable (2007) menekankan
pentingnya melihat diskursus pekerjaan rumah tangga
ini secara historis, lokal dan kontekstual dalam kerangka
kapitalisme global. Menurutnya, dalam konteks Filipina,
misalnya,
dan pengangguran memainkan peran penting yang
menjadikan Filipina sebagai negara pengekspor pekerja
rumah tangga terbesar.
kebijakan ekspor buruh sejak pemerintahan Marcos
pada tahun 1970-an untuk mengatasi persoalan
pengangguran. Di sisi lain, di negara-negara maju baru
di Asia seperti Hong Kong mengalami kekurangan
tenaga kerja. Ekonomi Hong Kong yang mengalami
pertumbuhan pesat memberikan perempuan Hong
Kong kesempatan untuk bekerja di pasar tenaga kerja
yang biasa dilakukan oleh mayoritas laki-laki. Sebagai
konsekuensinya, mereka tidak dapat mengerjakan apa
yang disebut Hochschild & Machung (1989) the second
shift, pekerjaan-pekerjaan di rumah atau pekerjaan
rumah tangga. Dalam analisis saya, di bawah norma
patriarki, mereka perlu bernegosiasi (patriarchal bargain)
agar mereka bisa bekerja tanpa menelantarkan anak-
anak dan keluarga. Mereka perlu mempekerjakan
perempuan lain yang kurang beruntung dan secara
ekonomi lebih rendah yang lebih banyak “tersedia” di
negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Srilanka,
Bangladesh, dll.

migrasi

kolonialisme, neokolonialisme,  korupsi,

Filipina mengembangkan
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Hal menarik terjadi dalam konteks Indonesia pada
masa Orde Baru. Sebagai respons terhadap migrasi
perempuan untuk bekerja sebagai pekerja
tangga di beberapa negara di Timur Tengah dan
Asia, pemerintahan Orba membuat kebijakan yang
sesungguhnya kontradiktif. Di
menerapkan ideologi gender yang dikenal sebagai
state ibuism (Suryakusuma 1996), pelembagaan peran
gender tradisional yang dualistis dan oposisi biner yang
mendomestikasi perempuan dan memberi peran pencari
nafkah pada suami. Perempuan baik selalu digambarkan
sebagai perempuan domestik yang beraktivitas di rumah
mengurusi kebutuhan keluarga dan patuh pada suami.
Mereka adalah pilar negara. Sementara, perempuan
yang tidak baik digambarkan sebagai
yang beraktivitas di publik, berkarier di luar rumah,
menelantarkan suami dan anak-anak dan terlibat dalam
politik. Mereka merupakan ancaman bagi

rumah

satu sisi, Soeharto

perempuan

negara.
Pemerintah menjalankan ideologi state ibuism atau
maternalisme yang menggabungkan elemen ekonomi,
politik dan budaya yang berasal dari konsep dan praktik
borjuis Jawa dan housewifization (Suryakusuma 1996).

Di sisi lain, Soeharto mengaplikasikan politik
pembangunan ekonomidengan mendorong perempuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pasar
tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan nasional
dan internasional terhadap buruh murah dan sebagai
penghasil devisa negara. Pemerintah mendorong
perempuan bermigrasi, baik maupun
internasional, sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi
mereka pada ekonomi negara. Kita bisa melihat bahwa
pekerja rumah tangga perempuan dijebak di antara
kontradiksi politik gender dan politik developmentalisme
rezim Orde Baru yang menerapkan dua bentuk politik
gender yang berbeda dan kontradiktif satu sama
lain. Dalam tulisan ini, saya ingin mendiskusikan dua
pertanyaan berikut, terkait kontradiksi politik gender
Orde Baru yang diterapkan terhadap pekerja rumah
tangga: (1) Bagaimana ideologi dan politik gender
negara dan politik developmentalisme yang diterapkan
pada pekerja rumah tangga saling berkontradiksi? (2)
Bagaimana politik gender memberikan implikasi yang
berbeda bagi pekerja rumah tangga migran perempuan
di tempat kerja?

nasional

Politik Gender dan Proyek Nasionalisme

Hubungan negara dan perempuan kerapkali
merupakan hubungan yang rumit. Perempuan menjadi
bagian integral dari agenda nation-state building dan
proyek nasionalisme. Tubuh perempuan menjadi subjek

dantarget pembentukan identitas nasional. Relasi gender
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digunakan sebagai aspek penting untuk mengkonstruksi
dan menciptakan “imagined communities” dengan
memperlakukan perempuan dan laki-laki sebagai
warga negara yang berbeda. Salah satu konsep yang
berkaitan dengan nasionalisme adalah motherhood
atau maternalisme. Dalam diskursus nasionalisme,
dimanipulasi  dengan
keterlibatan dan kontribusi perempuan dilihat dan
ditulis melalui peran mereka sebagai ibu. Identitas diri
perempuan harus sejalan dengan proyek nasionalisme
dan developmentalisme yang dibuat negara (Anderson
1991; Enloe 1990; Korteweg & Yurdakul 2014; Yuval-Davis
1997; Pateman 1988; Ahall 2012). Anthias dan Yuval-
Davis (1989, h. 7) membahas beberapa keterkaitan peran
perempuan dengan proyek konsolidasi negara-bangsa,
yaitu: 1) peran reproduktif sebagai “sumber utama”
keberlangsungan generasi bangsa, 2) peran reproduktif
sebagai produser batas rasial di antara kelompok etnis
sebagai pembeda utama secara biologis dan ras sebuah
bangsa, 3) peran etno-nasionalisme sebagai penanda
bagi perbedaan kelompok-kelompok etnis, dan 4)
sebagai partisipan dalam perjuangan ekonomi, politik,
dan pertahanan nasional.

motherhood menekankan

Pemerintahan Orde Baru mengaplikasikan politik
gender untuk konsolidasi kekuasaan melalui state ibuism
atau state motherism, mengkonstruksi peran perempuan
sebagai perpanjangan tangan dan pendamping suami,
pendidik anak-anak, ibu rumah tangga, dan bagian
dari anggota keluarga besar masyarakat Indonesia
(Suryakusuma 1996). Negara memainkan peran penting
dalam mendefinisikan gender (dan seksualitas), dan
menghubungkannya dengan proyek nasionalisme
dan agenda pembangunan. Soeharto membuat narasi
resmi (official narrative) tentang bagaimana menjadi
perempuan/istri/ibu yang baik dan yang tidak baik.
Inilah bagian dari upaya Soeharto menerapkan ideologi
gender negara (Blackburn 2004, h. 9). Konsep kodrat
menjadi retorika dan logika pemerintah mengenai
“istri dan ibu yang ideal” untuk menjalankan tugas-
tugas pembangunan yang diberikan pemerintah untuk
mendukung suami, mengurus
anak-anak agar menjadi
(Blackburn 2004; Suryakusuma 1996). Ideologi gender
negara diinternalisasi menjadi bagian dari tugas dan
karakter (nature) perempuan agar sesuai dengan proses
pembangunan nasional. Negara acapkali mendapatkan
dukungan politik dari kelompok-kelompok agama
terutama kelompok Muslim yang mempunyai pandangan
dan interpretasi tradisional tentang ajaran-ajaran Islam,
seperti pernikahan dan hubungan keluarga (Blackburn
2004; Robinson 2008).

dan membesarkan
warganegara yang baik
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Menurut Martyn (2005), seksualitas dan peran
gender perempuan dilihat sebagai aspek vital dalam
mendefinisikan siapa yang bisa dieksklusi dari proses
bernegara-bangsa, yaitu mereka yang tidak mengikuti
narasi formal yang direproduksi negara. Ideologi gender
negara mengkonstruksi konsep dan nilai motherhood
(ibuism) dan tugas-tugas perempuan (wifely tasks), atau
housewifization/pengiburumahtanggaan dalam konsep
Mies (1982;
tentang bagaimana perempuan seharusnya bertingkah
laku dan bersikap dan bagaimana seharusnya mereka
diperlakukan. Pekerjaan yang diasosiasikan dengan
pekerjaan perempuan dianggap tidak bernilai pasar,
hanya merupakan pekerjaan subsisten yang tidak sesuai
dan relevan dengan pasar. Mies (1982) mengenalkan
housewifization of labor dan menggunakan konsep
tersebut untuk menjelaskan segregasi dan subordinasi
manusia atas dasar pembagain kerja berdasarkan jenis
kelamin (sexual division of labor) yang terjadi sejak masa
kolonialisme, kapitalisme dan industrialisasi di negara-
negara dunia ketiga. Mies (1998) percaya, pembangunan
ekonomi dunia kapitalis tergantung pada pembagian
kerja secara internasional dan seksual. Konsep ini penting
untuk menganalisis devaluasi pekerjaan rumah tangga
yang dilakulan perempuan. Konsep yang dikenalkan
Mies juga berguna untuk melihat ketidakadilan ekonomi,
politik dan sosial antara Dunia Selatan (Global South) dan
Dunia Utara (Global North). Mies (1998) menggunakan
konsep pembagian kerja internasional (International
Division of Labor/IDL) segregasi
struktural, hubungan vertikal antara kekuasaan kolonial
dan negara (bekas) koloni.

1998), memproduksi ekspektasi sosial

untuk memahami

Lebih jauh, konsep Mies bisa diaplikasikan untuk
melihat manipulasi pada hal-hal yang disebut sebagai
kodratperempuan,mengkonstruksipekerjaanreproduktif
dan domestik sebagai pekerjaan inheren perempuan
untuk menguntungkan dunia patriarki (lihat juga Enloe
1990). Dengan IDL, kita bisa memahami mengapa
buruh perempuan dari negara-negara berkembang
baik secara ekonomi dan politik tidak mempunyai nilai
pasar yang tinggi sehingga selalu dikategorikan buruh
murah. Parrenas (2015) menunjukkan pemikiran yang
sama bahwa perempuan pekerja migran yang bekerja
sebagai pekerja rumah tangga terlibat dalam pembagian
pekerjaan  reproduktif internasional (international
division of reproductive labor) yakni perempuan “kulit
berwarna” (women of color) dan perempuan kelas
pekerja (working class women) menjadi komoditas
perempuan kelas menengah-atas yang dapat membeli
dan menggunakan jasa mereka dengan upah rendah.
Menurut saya, perempuan majikan dari kelas menengah-

atas dari negara maju bahkan bisa “mengeksplotasi”
para perempuan kelas pekerja dari negara-negara
berkembang, seperti Filipina, Bangladesh, Srilanka dan
bahkan Indonesia. Konsep IDL dan pembagian kerja
reproduktif internasional berjalan bersamaan dengan
pelabelan stereotip perempuan sebagai buruh murah,
perempuan patuh, tidak menuntut, penurut, dan nrimo.
Perempuan dianggap sebagai sumber daya alami yang
dapat dieksploitasi sebagai properti bagi para kapitalis
dan patriarki (Boserup 1970; Anderson 2000). Inilah
yang menjadi salah satu sumber devaluasi, diskriminasi,
kekerasan dan eksploitasi pekerja rumah tangga (Enloe
1990; Boserup 1970; Parrenas 2015; Lim & Oishi 1996;
Yamanaka & Piper 2005).

Sejak pemerintah Orde Baru mendorong partisipasi
perempuan dalam pembangunan nasional, negara
mengklaim telah memberikan kesempatan kepada
perempuan untuk beremansipasi dan pemberdayaan
dengan menyediakan pekerjaan bagi mereka, mandiri
sebagai pencari nafkah atau cash earners dan“perempuan
karier”. Rezim Orde Baru memproduksi diskursus tentang
peran perempuan dalam pembangunan sebagai bagian
terhadap perempuan,
termasuk keterlibatan mereka dalam berbagai asosiasi
atau organisasi. Soeharto mengkonstruksi ideologi
motherhood (sebagai ibu) dan wifedom (sebagai istri)
sebagai peran dan tugas utama perempuan dalam
keluarga, masyarakat, dan nation-state building. Soeharto
mempropagandakan konsep keluarga inti (nuclear
families) dan motherhood berbarengan dengan konsep
kodrat perempuan sebagai ibu dan istri (Blackwood
2005).

dari mobilisasi dan kontrol

Negara  menerapkan determinisme  biologis
(biological determinism) dan esensialisme perempuan
untuk membangun pandangan natural tentang peran
perempuankarenaperbedaananatomidanfungsisebagai
ibu dan istri dengan mengerjakan pekerjaan rumah
tangga. Determinisme biologi memberikan efek pada
devaluasi pekerjaan perempuan dengan asumsi bahwa
secara natural, pekerjaan rumah tangga merupakan
bagian inheren dalam tubuh dan hidup perempuan.
Dengan demikian, pekerja rumah tangga mengalami
feminisasi. Negara menciptakan homogenisasi sikap
apolitis tentang bagaimana masyarakat berhubungan
dengan negara dengan membuat official narrative yang
harus dipatuhi semua warga negara. Saya melihat ada
kontradiksi konsep dan praktik politik Orde Baru. Di
satu sisi, negara menerapkan ideologi gender dengan
mempropagandakan norma tradisional gender tentang
nilai dan konsep ibu dan istri yang baik, yang selalu
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bertanggung jawab atas urusan domestik. Pada sisi
lain, negara menciptakan kebijakan untuk mendorong
dan membuka kesempatan bagi partisipasi perempuan
seluas-luasnya dalam pembangunan sebagai bagian dari
kontribusi mereka dalam nation-state building, dalam hal
ini, dengan bersedia menjadi buruh murah.

Grijns (1987) berpendapat, pemikiran dan konsep
tentang perempuan dan laki-laki menjadi bagian dari
ideologi dalam masyarakat dan negara tertentu dan
menerangkan bahwa integrasi perempuan Indonesia
dalam program-program pembangunan pemerintah
diharapkan menjadi secondary role atau hal kedua setelah
tugas mereka sebagai istri dan ibu. Untuk berpartisipasi
dalam pembagunan, perempuan harus menyelesaikan
semua pekerjaan rumah tangga di rumah. Menurut saya,
hal ini kemudian dijadikan alasan untuk memberikan
perempuan apa yang disebut Hochshild dan Machung
(2012) “the second shift” atau multiple burdens sebagai
anggota masyarakat, warga negara, istri, ibu, anak dan
pekerja bila mereka bekerja. Mereka harus menjadi “all
in one,” menyeimbangkan peran-peran mereka tersebut
dan harus bertanggung jawab bila sesuatu terjadi dalam
keluarga, masyarakat dan bahkan dalam negara.

Situasi yang disebut di atas tidak bisa diterapkan
terhadap perempuan pekerja
pekerja rumah tangga karena mereka dihadapkan
pada pengalaman keluarga transnasional (transnational
families), keterpisahan dari keluarga mereka yang
membuat mereka tidak dapat memenuhi peran ganda
perempuan. Sementara negara mendeskripsikan mereka
sebagai pahlawan nasional atau devisa meski tidak
memberikan perlindungan terhadap mereka sebagai
pekerja baik di negeri sendiri maupun di negeri mereka
bekerja. Kontradiksi ini penting untuk diangkat untuk
melihat bagaimana “kewajiban” peran ganda perempuan
atasdasarideologigendertradisional negaratidak berlaku
bagi para pekerja rumah demi devisa negara. Perempuan
pekerja rumah tangga yang mempunyai anak, biasanya,
menyerahkan pengurusan anak mereka pada keluarga
dengan “imbalan” kiriman remitansi secara berkala
untuk kebutuhan anak-anak mereka dan kebutuhan
lain keluarga seperti pembelian alat-alat elekronik,
pembangunan atau renovasi rumah, kendaraan, dan
lain-lain (Irawaty 2016). Seperti saya sebut sebelumnya,
mereka dianggap pahlawan devisa namun stigmatisasi
dari masyarakat dan bahkan keluarga sebagai ibu dan
istri yang tidak baik sering mereka alami karena mereka
meninggalkan keluarga dan anak-anak demi bekerja di
luar negeri. Sementara itu negara tidak bertanggung
jawab dan lepas tangan terhadap stigma, paradoks dan

migran  khususnya
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dilema yang dihadapi para perempuan pekerja rumah
tangga dan membiarkan mereka menghadapinya
sendiri. Pertanyaan mendasar yang saya kemukakan
adalah mengapa pemerintah tidak ketat menerapkan
politik gender maternalisme pada perempuan pekerja
rumah tangga dan justru mendorong mereka untuk
“menyimpang dan menyalahi” peran dan tugas sebagai
istri dan ibu yang baik bagi keluarga, dan perempuan
yang baik dalam masyarakat sesuai narasi resmi yang
dikonstruksi negara?

Salah satu bentuk politik gender negara juga terlihat
jelas ketika negara memproduksi propaganda politik
menstigma Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang
digambarkan sebagai aktor dalam keterlibatannya dalam
pembunuhan tujuh jenderal dalam peristiwa Gerakan
September 1965. Gerwani digambarkan sebagai bagian
dari dan berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia
(PKI). Upaya ini untuk menundukkan Gerwani sebagai
gerakan perempuan paling progresif di Indonesia sejak
kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan Jepang. Para
anggota Gerwani memperjuangkan persamaan hak-
hak buruh bagi para buruh perempuan dengan buruh
laki-laki. Mereka juga berjuang melawan poligami dan
pengambilalihan lahan oleh pemerintah, aktif dan vokal
terhadap isu-isu perempuan bersama kelompok petani/
buruh tani dan perempuan urban untuk mendiskusikan
kehidupan sehari-hari dan isu-isu perempuan. Mereka
juga berupaya dalam program bagi para
perempuan, mengimplementasikan reformasi tanah dan
bekerja untuk isu-isu kemanusiaan termasuk menjadi
pemimpin atau tokoh politik dan publik (Wieringa 1992;
2002; 2003; 2011).

literasi

Pemerintah di bawah administrasi Soeharto
menganggap gerakan progresif perempuan sebagai
ancaman dan teror bagi negara yang seharusnya
dibungkam dan ditundukkan agar negara dapat
dengan leluasa membuat narasi yang dominan untuk
melanggengkan
dukungan rakyat agar

negaranya dengan menyeragamkan

kekuasaannya dan mendapatkan
dapat mengontrol warga
suara mereka
dan menjadikan mereka apolitis, tidak menunjukkan
protes, keluhan apalagi kritis dan melawan pemerintah
yang akan dengan mudah dilabeli subversif. Tidak ada
seorangpun yang dibolehkan untuk mengkonfrontasi
kebijakan pemerintah. Suara rakyat haruslah suara
pemerintah. Untuk menjaga warga negara hanya punya
satu suara, pemerintah melakukan propaganda tentang
status, peran dan tugas perempuan agar kekuasaannya
tidak terancam dengan memberikan stigma pada
Gerwani sebagai bukan perempuan baik-baik. Konsep
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Foucault (1995) tentang governmentality, biopolitics dan
biopower penting untuk melihat situasi di mana negara
seolah-olah mempunyai otoritas dan keleluasaan untuk
mengontrol, mendisiplinkan dan “menghukum” warga
negaranya yang tidak memenuhi dan mematuhi narasi
dan ekspektasi pemerintah. Mereka dilabeli sebagai
pelacur, pemberontak, perempuan bengis dan kejam,
perempuan nakal, ibu dan istri yang tidak baik sehingga
harus dimusnahkan. Inilah yang saya maksudkan
sebagai bagian dari propaganda pemerintah dan
politik seksual dan gender pemerintah Orde Baru yang
berefek pada cara berpikir kita sehingga sangat sulit
untuk dihilangkan dan seolah-olah menjadi kebenaran
sejarah. Penggambaran negatif tentang Gerwani
menjadi narasi sejarah yang dominan. Bagi pemerintah,
perempuan boleh berorganisasi tetapi tidak organisasi
seperti Gerwani, melainkan yang mendukung peran
perempuan sebagai ibu dan istri yang baik dan menjadi
perempuan baik-baik, seperti Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) sebagai penyambung lidah negara dalam
menerapkan ideologi motherhood dan wifehood.

Wieringa (1992) menjelaskan peran PKK sebagai
perpanjangan  tangan jembatan  negara
sekaligus menjadi bagian dari negara itu sendiri. PKK
mempromosikan ideologi gender negara dan politik
seksualitas melalui Panca Dharma Wanita, yaitu sebagai
pendamping setia suami, pengelola rumah tangga,
pendidik dan penerus generasi bangsa, pencari nafkah
tambahan, anggota masyarakat dan warga negara yang
bermanfaat. Peran tersebut harus dijalankan sesuai
kodrat wanita, yang dikonstruksi negara sebagai istri
yang patuh, mengabdi kepada suami, ibu yang baik,
dan anak perempuan yang penurut (Wieringa 1992).
Perempuan tidak seharusnya menjadi
nakal, aktif, lesbian, liar secara seksual dan menyalahi
moral (Peletz 2012; Wieringa 1992; 2002; 2003; 2011).
Perempuan baik-baik adalah mereka yangberseberangan
dengan Gerwani. Stigmatisasi Gerwani oleh pemerintah
Orde Baru sukses karena banyak perempuan Indonesia
bungkam, apolitis, terdomestikasi dan tertaklukkan, tidak
kritis terhadap pemerintah. Mereka mengalami amnesia
sejarah. Para perempuan Indonesia menginternalisasi
narasi sejarah yang diproduksi pemerintah dan bahkan
berpartisipasi dan turut andil dalam menyebarkan cerita
sejarah. Mereka menaturalisasi peran perempuan dan
menanamkan kebencian terhadap Gerwani yang dikenal
sebagai kelompok perempuan yang memainkan peran
berbeda dari harapan dan kampanye serta propaganda
negara (lrawaty 2016).
memainkan permainan politik pecah belah (the politics
of divide) di antara para perempuan untuk menghakimi

dan

perempuan

Pemerintah, menurut saya

kelompok perempuan yang progresif, lebih aktif dan
vokal terhadap kebijakan pemerintah yang diskriminatif
dan tidak ramah perempuan dan dalam melawan
pemerintah yang korup atau mereka yang kritis terhadap
ideologi gender dan politik pemerintah.

Industrialisasi, Developmentalisme dan Neoliberalisme

Indonesia  mengalami  proses  industrialisasi
modern sejak tahun 1960-an dan Soeharto sendiri
mendeklarasikan dirinya sebagai Bapak Pembangunan
untuk menciptakan citra bahwa ia sangat peduli dengan
pembangunan Indonesia untuk kemajuan negara dan
perbaikan hidup rakyatnya. Selama 32 tahun memimpin
Indonesia, Soeharto adalah pendukung
developmentalisme dan modernisasi ekonomi (Eklof
1999). Pemerintahannya dilandaskan atas komitmen
pada retorika trilogi pembangunan, persamaan dan
stabilitas (Hill & Mackie 1994). Soeharto menciptakan
model state-nation building berdasarkan konsep dan
simbol keluarga beserta nilai-nilainya untuk membuat
orang berpikir bahwa mereka adalah bagian dari
keluarga Indonesia (Vatikiotis 1998) sebagai bagian dari
modus kontrol kekuasaan. Meroketnya harga minyak
(the oil boom) pada pertengahan 1970-an memberikan
pemerintah akses terhadap sumber daya keuangan
yang memberikan negara posisi dan kekuasaan untuk
mengontrol dan membangun ekonomi politik dalam
negeri berdasarkan “the politics of exchange and trade
di mana rewards ekonomi ditukar dengan loyalitas
(Eklof 1999).
mengklaim rezim dan melegitimasi pemerintahannya
melalui propaganda pembangunan ekonomi (Murphy
1999). Ekonomi Indonesia dibangun dengan landasan
pertumbuhan dan perkembangan ekspor minyak,
selain produksi padi di sektor agrikultur. Harga minyak
mengalami kolaps pada tahun 1986 bersamaan dengan
devaluasi rupiah yang menghasilkan penurunan revenue
yang kemudian memaksa pemerintah untuk menerima
structural adjustment loans yang disodorkan IMF dan
World Bank. Konsekuensinya, Indonesia harus mengikuti
kebijakan pasar dan perdagangan yang harus selalu
siap didikte oleh agen internasional sebagai bagian dari
perjanjian untuk mendapatkan pinjaman.

utama

”

politik dari warga negara Soeharto

Ketika harga minyak mengalami kemerosotan
drastis, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami
perlambatan pada awal 1980-an dan tentu saja hal ini
memberi pengaruh buruk bagi perkembangan ekonomi
Indonesia dan peningkatan taraf hidup rakyat. Negara
mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang
lambat, peningkatan pengangguran, penurunaninvestasi
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dan perdagangan, utang yang semakin meningkat,
tantangan fiskal bagi pemerintah (Van Zanden 2012;
Thorbecke 1992; Thee 2002). Indonesia kehilangan
revenue paling penting yang berasal dari minyak karena
penurunan harga minyak selama pertengahan 1980-
an (Riwanto 1999). Hal ini memberikan dampak besar
dan buruk bagi negara. Kehilangan revenue penting
menggiring pemerintah Indonesia untuk menggeser
arah kekuasaan melalui teknokrasi yang mendukung
strategi yang mengarah ke ekspor dan mempromosikan
industri teknologi rendah dan upah murah seperti
tekstil berbarengan dengan liberalisasi, investasi, dan
industrialisasi (Murphy 1999).

Industrialisasi  bergantung pada sumberdaya
manusia terutama dalam hal ketersediaan tenaga kerja.
Sejak 1970-an, ketersediaan tenaga kerja di manufaktur
mengalami penurunan akibat dari konsentrasi industri
di wilayah perkotaan, yang memberikan kesempatan
bagi para pencari kerja dalam sektor ini (Donges,
Stecher & Wolter 1974). Mengikuti penurunan harga
minyak, pemerintah mengubah strategi ekonomi dan
agenda pembangunan kearah industrialisasi yang lebih
berorientasi ekspor di bawah kondisi pasar bebas (free
trade) (Thee 2002; Soegijoko 1993) dengan mengikuti
logika neoliberalisme. Pemerintah mulai meningkatkan
daya saing internasional melalui ekspor non-migas (Thee
2002). Dalam periode ini, mengekspor tenaga kerja,
terutama buruh perempuan, menjadi alternatif bagi
pemerintah sebagaijalan pintas dan cepat mengeluarkan
Indonesia dari krisis. Menurut Hugo (1995), sejak 1983
buruh migran perempuan yang bekerja di luar negeri
sebagai pekerja rumah tangga mengalami peningkatan

cukup signifikan. Perempuan “dikorbankan” untuk
“menyelamatkan” negara dari devaluasi ekonomi
dengan dituntut untuk memenuhi tugas dan perannya

sebagai
nasionalisme

perempuan warga negara sebagai wujud

dan patriotismenya, meskipun hal
tersebut bertentangan dengan ideologi gender negara.
Pertumbuhan industri berdasarkan perkembangan
perusahaan-perusahaan “modern” yang berorientasi
ekspor mendorong perempuan meninggalkan produksi
tradisional seperti handicrafts dan pekerjaan agrikultur
untuk bekerja di pabrik atau perusahaan manufaktur
(Wolf 1993) atau bekerja di luar negeri sebagai buruh
migran, utamanya pekerja rumah tangga. Kedua sektor
tersebut dianggap sebagai unskilled labor; mereka
harus menjalankan pekerjaan berat dengan gaji murah,
jam kerja yang panjang, tanpa asuransi kesehatan dan

jaminan keselamatan, dan lain-lain (Irawaty 2011).
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Di samping pola industrialisasi dan dorongan
pemerintah, alasan lain perempuan bermigrasi ke daerah
perkotaan untuk bekerja di pabrik atau bekerja di luar
negeri adalah diperkenalkannya Revolusi Hijau (Green
Revolution) yang menyebabkan perempuan kehilangan
pekerjaannya di sektor agrikultur. Revolusi hijau diinisiasi
tahun 1960-an melalui program intensifikasi massal
di bawah Soeharto sebagai proyek berkelanjutan
yang diwariskan sejak presiden sebelumnya. Proses
ini mengambil alih pekerjaan perempuan di sektor
agrikultur karena pemerintah menggantikan alat-alat
pertanian tradisional dengan alat-alat dan teknologi
yang lebih canggih (Wolf 1993, h. 136) yang membuat
perempuan terpinggirkan karena tidak menguasai
alat-alat tersebut dan tidak dapat menggunakannya.
Akses terhadap informasi dan pengetahuan mengenai
penggunaan alat-alat tersebut juga jauh dari otoritas
perempuan. Perempuan disingkirkan dan tersingkirkan.
Penggunaan teknologi dan mesin ini merupakan strategi
pemerintah untuk hasil yang lebih produktif.

Sejak jatuhnya harga minyak, Indonesia harus
berpikir keras mencari cara memecahkan masalah
ekonomi. Salah satunya adalah dengan mengirim tenaga
kerja perempuan ke luar negeri. Pada masa Soeharto,
negara dan warga negara disimbolkan keluarga. Oleh
karena itu, perempuan harus bertanggung jawab
atas persoalan negara agar kebutuhan keluarganya
terutama anak-anaknya, dapat
terpenuhi serta untuk mendongkrak devisa negara
melalui remitansi. Perempuanlah yang didorong untuk
bekerja sebagai buruh murah sebagai cara mengurangi
angka pengangguran, kemiskinan dan krisis ekonomi.
Sassen (2004, h. 258) menyebut situasi pemberian
beban tanggung jawab pada perempuan ini dengan
“feminization of survival.” Rezim Orde Baru mendorong
dan bahkan menuntut perempuan untuk berpartisipasi
penuh dalam proyek pembangunan nasional atas dasar
propaganda memberikan perempuan kesempatan agar
lebih independen, emansipatif dan liberatif secara sosial
dan ekonomi. Namun, pada saat bersamaan, perempuan
harus mengikuti citra dan narasi nasionalisme dan
pembangunan yang dipropagandakan negara (Enloe
1990; Korteweg & Yurdakul 2014; Yuval-Davis 1997;
Pateman 1988; Ahall 2012). Negara mempropagandakan
dua kebijakan terkait dengan politik gender, yaitu
berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi ibu
dan istri yang baik yang selalu berada di rumah dan
mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak
dan mengabdi pada suami.

anak-anak bangsa,
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Agenda Pembangunan dan Ekspor Perempuan
Pekerja Rumah Tangga

Menurut Lindquist (2010, h. 119), di Indonesia, migrasi
internasional menjadi elemen yang cukup penting dan
strategi yang potensial bagi pembangunan nasional
sejak awal tahun 1980-an baik bagi perluasan pasar
tenaga kerja maupun akses ke kapital asing. Pemerintah
mengirimkan buruh migran perempuan sebagai pekerja
rumah tangga ke beberapa negara tujuan, seperti
Malaysia, Singapura, Taiwan dan Hong Kong. Pemerintah
bahkan mengizinkan agen privat Arab Saudi langsung
merekrut para pekerja dari (Lindquist
2010, h. 119). Di samping remitansi, pemerintah juga
mendapatkan keuntungan ekonomi agen
broker dan bahkan institusinya sendiri untuk mengatur,
merekrut, dan “mendistribusikan” tenaga kerja. Broker
atau agen rekruitmen merupakan bagian dari sistem
dan struktur pemerintah atau sistem patronase yang
disponsori negara (Lindquist 2010, h. 117).

Indonesia

melalui

Soeharto menggunakan ide tentang modernisme dan
pembangunan nasional untuk mengontrol perempuan
agar menjadi warga negara yang patuh, tidak protes
dan membangkang dan bahkan menjadi pendukung
negara. Untuk itu perlu mengontrol para istri dan ibu
agar loyal terhadap pemerintah dengan menggunakan
ideologi gender negara tentang perempuan yang baik
yang memainkan peran sebagai ibu dan istri yang baik
(Pateman 1988; Enloe 1990). Perempuan menjadi target
disiplin dari para suaminya, ayahnya, dan bila mereka
bekerja menjadi target disiplin dari majikannya melalui
tubuh dan tenaganya sebagai buruh. Yeates (2014)
menggunakan studi Wallerstein dan Smith (1992) dalam
analisisnya tentang proses industrialisasi modern yang
menguntungkan negara dan struktur patriarki lokal dan
sistem hubungan buruhyang informal.Yates menegaskan
bahwa dalam industrialisasi global, buruh perempuan
mengalami super eksploitasi dibandingkan buruh laki-
laki. Dalam rantai komoditas di negara berkembang,
buruh perempuanlah yang paling tereksploitasi dalam
sistem pembagian kerja secara
pembagian kerja reproduksi secara internasional.

internasional atau

Menurut Postel-Coster (1993), Pemerintah Indonesia
berusaha komitmen untuk
meningkatkan hidup perempuan dengan
menjadikan mereka sebagai alat pembangunan, bukan
sekadar penerima manfaat pembangunan. Hanya saja,
dalam prosesnya, perempuan ditinggalkan dalam semua
pengambilan keputusan rencana dan pelaksanaan
pembangunan. Sejak tahun 1970-an, perempuan hanya
dilihat sebagai human resources yang perlu diintegrasikan

menunjukkan politik

situasi

ke dalam pembangunan. Peran perempuan dilihat
sebagai bagian dari kontribusinya terhadap keluarga,
masyarakat dan negara untuk melayani dan mengabdi
kepada negara melalui proses pembangunan. Sebagai
bagian dari peran perempuan dalam pembangunan
yang seolah-olah diberikan negara, perempuan harus
mendukung kebijakan dan regulasi negara seperti
ideologi gender negara dalam mengampanyekan peran
perempuan sebagai ibu dan istri yang baik. Beberapa
organisasi nasional perempuan seperti misalnya Dharma
Wanita dan PKK, mendukung kebijakan pemerintah
berkaitan dengan tugas-tugas perempuan utamanya
dalam hal fungsi reproduksi (Postel-Coster 1993).

Remitansi dari buruh migran yang bekerja di luar
negeri merupakan sumber pemasukan penting negara.
Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor buruh
yang cukup signifikan di wilayah Asia dan praktik ini
merupakan bagian dari kebijakan perburuhan Indonesia
sebagaimana dinyatakan Rencana Pembangunan Lima
Tahun (Repelita) dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) (Rudnyckyj 2004; Hugo 1995). Indonesia
menjadi salah satu negara pengeskpor buruh migran
terbesar di dunia dengan estimasi 2,6 juta warga
negaranya bekerja di luar negeri (Rudnyckyj 2004).
Rudnyckyj (2004, h. 409) mengutip Jacob Nuwawea,
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2001-2004, di
Jakarta Post, “Pemerintah akan terus fokus pada dua
strategi mengatasi pengangguran, yaitu mengekspor
pekerja rumah tangga dan memaksimalkan industri
rumah tangga.”Buruh migran merupakan hal yang krusial
bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang
cukup tinggi yang diperkirakan mencapai sekitar 40 juta.

Abdul Latief, juga salah satu Menteri Tenaga
Kerja pada masa Soeharto, menegaskan, ide untuk
mengeskpor pekerja rumah tangga merupakan masukan
dan kontribusi departemennya bagi Repelita VI (1994-
1999) dan rencana pembangunan jangka panjang kedua
(PJPT 1994-2018). Ada enam prioritas yang menjadi
fokus program “Ekspor Layanan Tenaga Kerja,” yaitu 1)
program ekspor tenaga kerja merupakan bagian dari
agenda ketenagakerjaan nasional, 2) kebutuhan untuk
mekanisme agar ekspor tenaga kerja bisa benar-benar
menghasilkan keuntungan negara secara maksimal,
3) kebutuhan untuk membuat mekanisme perekrutan
tenaga kerja secara layak, 4) kebutuhan memberikan
perlindungan pada para buruh migran, 5) kebutuhan
terkait penyediaan
pelatihan, penempatan, dan pemulangan tenaga kerja,
dan 6) orientasi peningkatan tenaga kerja migran di
sektor formal dan pengurangan tenaga kerja di sektor

membuat aturan rekrutmen,
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informal secara bertahap hingga akhir Repelita VI (Hugo
1995). Pemerintah menargetkan pada Repelita VI untuk
mengirim 1,25 juta pekerja migran menjadi kebutuhan
atau demand yang cukup tinggi daripada pekerja migran
laki-laki sejak 1983-1995. Mayoritas perempuan tersebut
bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang bekerja
di rumah tangga di Timur Tengah dan juga di Malaysia,
Singapura dan Hong Kong.

Indonesia mendirikan Indonesian Manpower Supply
Association (IMSA), agen perekrut tenaga kerja yang
mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja untuk
menjadi broker atau perantara antara pekerja dan
negara tujuan untuk membuat regulasi buruh migran
yang bekerja di Timur Tengah tahun 1981. Pada periode
ini, Indonesia mempunyai kelebihan tenaga kerja (labor
surplus) dan migrasi menjadi cara untuk menyelesaikan
Repelita (1984/1985-1988/1989).
Rencana ini mempunyai target untuk mengirim
225,000 pekerja ke negeri yang merupakan
strategi ekonomi yang cukup kentara dan jelas dengan
cara mempromosikan pengeksporan pekerja rumah
tangga perempuan untuk mengurangi kemiskinan,
pengangguran dan sebagai solusi nasional sementara
(Tirtosudarmo 1999; Loveband 2006; Gutierrez-
Rodriguez 2014). Hal ini juga memberikan keuntungan
bagi negara melalui devisa dari remitansi yang dikirimkan
pekerja migran tersebut dan menjadi cara untuk keluar
dari krisis yang diakibatkan oleh jatuhnya harga minyak.
Keuntungan besar juga didapat para broker dan agen
perekrut buruh migran yang bisnisnya menjadi besar.

masalah menurut

luar

Pertumbuhan pekerja
menjadi bisnis bagi para perekrut dan negara dengan

rumah tangga kemudian

memanfaatkan kerentanan mereka sebagai pekerja
dan perempuan. Mereka menjadi sasaran dan target
kekerasan dan penipuan, eskploitasi pada setiap tahapan
dalam proses migrasi. Mereka bisa dijebak menjadi
pekerja “ilegal” (undocumented migrant) (Abdul Rahman
2005). Mereka harus menunggu untuk waktu yang cukup
lama sebelum ditempatkan bekerja di rumah majikan
mereka, sambil terus membayar ke perekrut atau broker
untuk biaya tempat tinggal dan akomodasi. Banyak studi
mengkritik pemerintah Indonesia yang tidak membuat
kebijakan khusus untuk melindungi para pekerja di luar
negeri.Indonesia sering dilihat sebagai negara lemah dan
tidak mempunyai keberanian dan kekuasaan teruatama
dalam proses negosiasi untuk kebutuhan kerjasama
bilateral (Abdul-Rahman 2005).

Pemerintah Indonesia tidak mempunyai keinginan
politik (political will) untuk menyelesaikan persoalan
eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap

A Case Study from Indonesia in New Order Era

buruh migran Indonesia terutama yang dialami oleh
para pekerja rumah tangga migran di negara tujuan
tetapi lebih fokus terhadap keuntungan yang didapat.
Satu strategi “ampuh” yang digunakan pemerintah
adalah meninabobokan mereka dengan sebutan
pahlawan devisa yang membuat mereka seolah-olah
pahlawan yang dielu-elukan dan menunjukkan bahwa
negara memerhatikan dan respek terhadap mereka.
Akan tetapi yang terjadi sesungguhnya hanya untuk
membuat mereka terlena dengan sebutan tersebut
dan membiarkan mereka tanpa perlindungan hukum.
Konsep tersebut dijadikan alat untuk memanipulasi
kesadaran para perempuan dari daerah yang menjadi
pekerja rumah tangga di samping mempromosikan
konsep tanggung jawab warga negara dan nasionalisme.

Loveband (2006) juga mempunyai analisis serupa
mengenai pemanfaatan kerentanan pekerja
tangga migran dengan mengangkat mereka menjadi
pahlawan devisa atau pahlawan remitansi yang mencari
pekerjaan di luar negeri melalui perekrut tenaga kerja
dari pemerintah. Sementara itu para buruh tersebut
harus membayar sejumlah uang yang dipotong dari
gaji mereka untuk membayar biaya “training” yang
disyaratkan agen dan pemerintah yang seringkali
hanya formalitas belaka. Loveband juga menunjukkan
bagaimana pekerja rumah tangga mengalami eksploitasi
ganda. Elmhirst (1999) mengangkat isu kontradiksi
dengan mengatakan bahwa perencana pembangunan
negara mempunyai kecenderungan untuk mendorong
sebanyak-banyaknya perempuan untuk berpartisipasi
menjadi buruh migran sebagai pekerja rumah tangga
yang menjadi bagian dari berpartisipasi dalam proyek
pembangunan pemerintah tetapi memosisikan mereka
tetap invisible dalam hal pembuatan kebijakan. Mereka
tidak diperlakukan sebagai tenaga kerja formal, hanya
sekadar aktivitas ekonomi informal, yang tidak termasuk
dalam sensus tenaga kerja dan tidak dilindungi dalam
legislasi tenaga kerja.

rumah

Soeharto mempunyai kebijakan pembangunan yang
liberal, yaitu women-in-development, yang mendorong
perempuan untuk ambil bagian dalam pasar tenaga
kerja, proses pembangunan dan proyek pembangunan
negara (Elmhirst 1999). Akan tetapi, bagi perempuan
yang telah menikah, tentu saja mereka tidak begitu
saja dibebaskan dari tugas sebagai istri apalagi bila
mempunyai anak. Mereka diharapkan harus bisa menjadi
“super mom" yang bisa mengerjakan semuanya (multiple
roles) bila tidak ingin mendapat label dan cibiran dari
masyarakat dan keluar dari arus utama dan narasi yang
diciptakan negara. Tentu saja banyak perempuan yang
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kesulitan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan
keluarga. Masyarakat dan negara berhasil mereproduksi
dan menyebarkan “perasaan bersalah” (guilty feelings)
bila mereka harus meninggalkan anak-anaknya bekerja
karena mereka dianggap menelantarkan anak-anak
mereka dan juga suami dengan lebih memoprioritaskan
pekerjaan. Mereka harus menanggung stigma dari
masyarakat, anggota keluarga, teman, kerabat dan media.
Mendorong perempuan untuk bekerja di luar negeri dan
meninggalkan keluarganya berarti bertentangan dengan
ideologi gender negara tentang motherhood, state ibuism
dan wifeism. Pemerintah tidak bertanggung jawab
atas dilema yang dihadapi buruh migran perempuan
apalagi salah satu pekerjaan mereka sebagai pekerja
rumah tangga adalah menjaga anak majikan, sementara
mereka rela meninggalkan anak-anak mereka untuk
mencari rezeki di negeri orang. Pemerintah menciptakan
paradoks dan kontradiksi tersebut. Ketika menyangkut
pembangunan ekonomi nasional, pemerintah
menerapkan standar ganda terhadap politik gender
yang dijalankan, seolah-olah tidak menjadi masalah
ketika para perempuan pekerja migran tersebut tidak
mengurus keluarganya seperti yang dikampanyekan

soal

negara. Namun, di sisi lain, negara lepas tangan ketika
mereka dicemooh dan dicibir karena meninggalkan
keluarga. Mereka juga disebut sebagai pahlawan devisa,
tapi di sisi lain, mereka tidak dilindungi sebagai pekerja,
sebagai perempuan, bahkan sebagai warga negara. Bila
perempuan berpartisipasi dalam pembangunan sebagai
bagian dari agenda pemerintah dengan cara bekerja
sebagai pekerja rumah tangga migran, berdasarkan
ideologi gender tradisional yang dikampanyekan negara,
hal itu berarti perempuan harus “menelantarkan atau
mengabaikan” keluarga, anak-anak dan suami dan tidak
dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dan
mengurus keluarganya seperti ekspektasi dan agenda
negara.

Menurut Manderson (1983) konsep modernisasi
di Indonesia berasal dari negara-negara Barat yang
membatasi emansipasi dan partisipasi perempuan di
wilayah publik yang membuat perempuan kehilangan
kontrol dan otonominya sendiri serta kekuatan karena
mereka selalu didikte dan dikontrol oleh negara dan
kapitalisme global, termasuk tenaga kerja mereka,
seksualitas, tubuh dan sikap serta tingkah laku mereka
agar menjadi ibu dan istri yang baik. Sejak awal
modernisasi, industrialisasi dan proses pembangunan
selalu diarahkan langsung ke pembangunan ekonomi
yang selalu melihat sesuatu bernilai sebagai komoditas,
properti yang memberikan keuntungan ekonomi negara,
teknokrat dan kelas menengah atas atau kelompok

pendukung negara dan yang berkonspirasi dengan
negara. Soegijoko (1993, h. 69) menyebutkan bahwa
tujuan utama pembangunan ekonomi di Indonesia
menjadi nasional, untuk meningkatkan
produksi mencapai pertumbuhan dan
perluasan tenaga kerja yang cepat dan mengontrol
populasi melalui program keluarga berencana. Krisis
yang mengikuti penurunan harga minyak dan krisis
Asia yang menghantam Indonesia, membuat Indonesia
terpuruk hebat. Structural Adjustment Programs sebagai
paket komplit yang ditawarkan neoliberalisme dalam
bentuk pinjaman dari IMF dan World Bank menyebabkan
penderitaan yang dialami masyarakat seperti utang,
privatisasi, dan pengurangan subsidi publik. Buruh
migran, terutama perempuan dilihat sebagai panacea
seperti disebutkan Sassen (2004, h. 258) sebagai cara
untuk memberikan keuntungan, jalan keluar masalah
ekonomi dan negara sekaligus penghasil remitansi.
Sassen berargumen bahwa cara ini menjadi populer
yang digunakan negara untuk menyelesaikan masalah
keuangan, krisis dan pembangunan dan terjadilah yang
ia sebut sebagai feminization of survival yakni banyak
keluarga, rumah tangga, komunitas dan bahkan negara
tergantung pada usaha dan upaya “survival” perempuan
untuk berjuang bertahan dan melanjutkan hidupnya.

rencana
nasional,

Penutup

Sekitar 32 tahun, Soeharto membangun kekuasaan
yang sangat solid dengan menerapkan dua strategi:
stabilisasi politikyang diikutidengan developmentalisme.
Politik gender (dan seksualitas) berperan penting
dalam stabilisasi politik Soeharto,
dan

yaitu dengan
ideologi
gender tradisional maternalisme yang dikenal dengan
state ibuism. Soeharto memproduksi citra sosial, politik
dan budaya tentang ideal womanhood and motherhood:
perempuan yang tinggal di rumah untuk mengedukasi
dan merawat anak-anaknya, mengurus rumah tangga
dan mengurus semua kebutuhan suami dan keluarga
serta patuh terhadap suami. Perempuan diasumsikan
sebagai pilar bangsa, dengan tugas pembentukan
dan persiapan generasi terbaik bangsa. Mereka yang
meninggalkan rumah dan mengabaikan tugas-tugas
domestik ini, dan terlibat dalam kerja pubik dan politik,
akan dilabeli sebagai perempuan tidak baik yang tidak
layak dicontoh dan merupakan ancaman bagi bangsa
dan negara.

mempromosikan mengampanyekan

Soeharto menerapkan politik gender lain untuk
mendukung proyek developmentalismenya, yang
justru kontradiktif dengan politik gender tradisional
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maternalismenya. Mengikuti booming industri konstruksi
dan pabrik di beberapa kota besar, seperti Jakarta,
Surabaya, Bandung, dan Medan, Soeharto mendorong
dan mendukung perempuan untuk meninggalkan rumah
demi mendukung agenda industrialisasi nasional sebagai
buruh murah. Dengan propaganda gender yang sama
tentang kontribusi perempuan terhadap pembangunan
bangsa dan negara, Soeharto mendorong perempuan
untuk secara aktif berpartisipasi di pasar tenaga kerja.
Pada akhirnya, migrasi domestik membuka pintu bagi
migrasi internasional juga di bawah dukungan negara.
Banyak perempuan, terutama dari wilayah perdesaan
mengikuti arus gelombang migrasi internasional untuk
bekerja di luar negeri seperti Timur Tengah dan negara-
negara Asia yang lebih maju untuk menjadi pekerja
rumah tangga dengan tawaran pendapatan yang cukup
menggiurkan meski harus berpisah dan terpisah dengan
keluarga. Soeharto mendukung dan mengampanyekan
jenis migrasi perempuan atau program mengekspor
tenaga kerja perempuan murah sejak pemerintahannya
memperoleh keuntungan ekonomi yang terbilang
sangat besar; hal ini juga “menyelamatkan” agenda
developmentalismenya  sekaligus ~ menyelamatkan
negara dari krisis dan kemelut ekonomi.

Kedua model politik gender Soeharto seperti yang
dideskripsikan di atas membuat perempuan menjadi
target subordinasi dalam agenda politik negara. Namun,
di banyak kasus, hal ini justru menjadi “blessing in disguise.”
Propaganda politik ini memunculkan respons perempuan
yang menekankan pada kesadaran dan sensitivitas gender
dengan melihat perempuan Indonesia tidak melulu
sebagai target pasif dari politik gender negara. Untuk
merespons maternalisme tradisional negara atau ibuisme,
beberapa
progressive motherhood, yang membawa ide tentang “the
personal is political”. Sebagian perempuan dapat memilih
dan memutuskan untuk tinggal di rumah namun pada
saat yang bersamaan mereka juga bisa memainkan peran
politik penting. Sementara, bagi sebagian perempuan
migrasi menjadi pengalaman penting bagi para pekerja
rumah tangga sebagai pengalaman self-empowering
dalam berbagai aspek, seperti, personal, sosial, politik,
ekonomi, agama dan budaya. Mereka bukan hanya
menjadi korban pasif, permisif dan diam tanpa melakukan
apapun terhadap eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan
yang banyak menimpa mereka sebagaimana yang
sering digambarkan oleh banyak media dan bahkan
hasil penelitian, tapi mereka dapat menunjukkan agensi,
kekuatan dan resistensinya dengan berbagai cara dan
strategi dan caranya masing-masing, baik individual
maupun kolektif. Bagi perempuan buruh migran, politik
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gender baik untuk stabilisasi politik dan sebagai bagian
dari proyek developmentalisme bukan hanya merupakan
pengalaman submisif, tetapi juga pemberdayaan dan
agensi.
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